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ABSTRAK 
Nama Penyusun : Muh.Reza Nofrianto 
Nim : 50300112045 
Judul : Implementasi Hasil Kerja Dinas Sosial Terhadap Kebutuhan 
Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng 
  
 Skripsi ini berfokus pada Implementasi Hasil Kerja Dinas Sosial Terhadap 
Kebutuhan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bantaeng? 
Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa sub masalah atau 
pernyataan peneliti, yaitu: 1) Bagaimana implementasi hasil kerja Dinas Sosial 
Terhadap kebutuhan Ekonomi dan Sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng?, 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi hasil kerja 
Dinas sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di 
Kabupaten bantaeng. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian dibantu pedoman wawancara, pedoman 
observasi dan pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menggambarkan tentang 1) implementasi hasil kerja dinas 
sosial terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial di kabupaten bantaeng 
adalah mengidentifikasi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di 
Bantaeng yang mendapat bantuan pelayanan kebutuhan ekonomi dan sosial di 
Bantaeng. Hasil kerja tersebut telah di rangkum dan di jadikan menjadi satu program 
perlindungan dan jaminan sosial, yaitu program sipakatau, guna memproses keluhan 
masyarakat terkait pelayanan kebutuhan ekonomi dan sosial. 2) faktor penghambat 
dalam implementasi hasil kerja adalah berubahnya paradigma perubahan pelayanan 
dan kurangnya anggaran dalam bantuan sosial kepada penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS). 3) faktor pendukung dalam implementasi hasil kerja 
adalah adanya berbagai bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), 
yang terdiri dari karang taruna, pekerja sosial masyarakat (PSM), fasilitator sistem 
layanan rujuan terpadu (SLRT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tenaga 
kerja sosial kecamatan (TKSK). 
Implikasi dari penelitian ini adalah Penulis berharap faktor penghambat 
implementasi hasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng terhadap kebutuhan 
ekonomi dan sosial dalam penelitian ini dapat lebih diperhatikan, sehingga proses 
implementasi hasil kerja tersebut dapat diterapkan secara maksimal, dan  Penulis juga 
berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap pembaca khususnya 
tentang Implementasi Hasil Kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan 
sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng, dan dapat berguna sebagai 
referensi untuk pembaca kedepannya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas 
terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas 
serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan 
manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur yang dilakukan melalui 
pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini, ternyata telah 
mengantarkan bangsa Indonesia memasuki millenium ketiga dengan berbagai 
konsekuensinya. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan 
dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan 
kualitas hidup bangsa Indonesia. Terdapat indikasi bahwa selama empat tahun 
belakangan ini, Indonesia ternyata berhasil menata dan meningkatkan kualitas hidup 
rakyat setahap lebih maju dari tatanan kehidupan yang diwarisi menjelang akhir 
millenium yang lalu. Perencanaaan pembangunan memang merupakan kebutuhan 
sebagai stabilisasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat banyak.
1
 
Indonesia sejak orde baru merupakan negara kapitalis pinggiran, karena 
kebijakan pemerintah saat itu membuat negara harus berperan dalam melahirkan 
kaum kapitalis domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa unsur atau 
                                                             
1
 M Dawam Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Nasional(Cet. I; Jakarta: PT Intermasa Anggota 
Ikapi, 1997), h. 35 
  
2 
 
 
 
pemberdayaan sumber daya manusia. Perannya negara mempunyai kekuatan untuk 
saling mempengaruhi dengan kaum kapitalis domestik dan kekuatan kapitalis 
internasional.
2
 
Pembangunan saat ini masih dalam lingkup pengaruh orde baru, hanya 
menitikberatkan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang 
menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan 
pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Pembangunan 
ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak 
disertai oleh pembangunan intitusi publik atau pasar, terutama institusi keuangan 
yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan 
bijaksana.
3
 
Keberhasilan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
waktu tertentu. Pembangunan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi 
menyebabkan semakin terjadinya kesenjangan dalam masyarakat.  Di banyak negara, 
khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. 
Akibatnya muncul berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan yang merupakan 
dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan 
                                                             
2
 Revrisond Baswir dkk, “Pembangunan Tanpa Perasaan” Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat,Jakarta, h.149. 
3
 Redaksi Sinar Grafika, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(Sinar Grafika:  
Jakarta,2004-2009), h.10. 
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yang disebabkan karena lebih memprioritas pembangunan ekonomi perlu adanya 
“pembangunan tandingan” yang berupa pembangunan sosial.4 
Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 telah memaksa Indonesia melakukan 
perubahan untuk mengkoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum mengalami perubahan dan reformasi menuju kepada sistem baru 
yang diharapkan lebih adil, dan berkelanjutan.
5
Pemberdayaan fakir miskin 
merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi 
kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 
Adapun bentuk program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung 
Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha untuk memfasilitasi 
kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam KUBE untuk mengelola Usaha 
Ekonomi Produktif (UEP).
6
 
Mengacu pada strategi pembangunan nasional, kemiskinan adalah kondisi 
dimana seseorang atau kelompok tak terpenuhi hak-hak dasarnya seperti masyarakat 
                                                             
4
 Syakhruddin Tagana, “Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial”. Artikel,Sumber: 
http://syakhruddin.com/2013/03/30/pembangunan-sosial-dan-kesejahteraan-sosial,diakses 25 Juli 
2016, jam 07.00 AM. 
5
 Redaksi Sinar Grafika, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” (Jakarta: Sinar 
Grafika,2004-2009), h.10. 
6
 Kementerian Sosial RI, “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui 
Bantauan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)” Artikel. Sumber: http://www.kemsos.go. 
id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23&page=1. (Diakses 25 Juli 2016, jam 09.00 
AM) 
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yang beruntung lainnya. Permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari aspek 
pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan.
7
 
Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya 
telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan 
kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sebagaimana diamanatkan dalam 
undang-undang no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa 
kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri 
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8
 
Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan 
luas kepada masyarakat untuk tampil kedepan menyelenggarakan kegiatan sosial atau 
yang sering disebut usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha kesejahteraan sosial itu 
mewujudkan dan memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam usaha-
usaha pembangunan nasional. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat 
untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial di cerminkan antara lain dalam 
bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial 
masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan 
                                                             
7
 Redaksi Sinar Grafika, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004-2009), h.9. 
8
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 “Tentang Kesejahteraan 
Sosial“. 
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sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun 
kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejateraan sosial.
9
 
 Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan 
kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat 
dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-
perubahan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, perubahan-
perubahan ditataran regional dan global perencanaan strategis jangka menengah yang 
merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu 
dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas; sasaran program, lokasi dan 
kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya 
“rasa aman” sebagaimana dimaksud di dalam Rencana Pembangunan dalam Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2009, yang tidak hanya ditujukan kepada 
masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga 
pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif 
terhadap pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat artinya 
meningkatkan kualitas masyarakat. Seperti memperbaiki kehidupan masyarakat 
dalam hal semangat untuk bekerja, efisiensi cara hidupnya, lebih luas wawasannya, 
lebih sehat fisik dan lingkungannya, dan tercukupinya kebutuhan hidupnya.
10
 
                                                             
9Wisnu Andrianto, dkk., “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam 
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial’, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 2 (2011). 
h.203 
10
Hari Witono Suparlan, dkk “Pemberdayaan Masyarakat” (Sidoarjo: Yayasan paramulia 
Indonesia). h.18. 
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Permasalahan kesejahteraan sosial ke depan masih didominasi oleh 
permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, 
keterpencilan, ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat 
bencana. Namun demikian, permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan 
kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu 
memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Demikian pulapermasalahan 
kesejahteraan sosial “hulu” dan dampak pelaksanaan berbagai bidang pembangunan 
lain, secara intensif perlu ditangani melalui berbagai cara. Apabila hal ini luput dari 
perhatian, resiko-resiko yang potensial terjadi akan menjadi beban yang sangat berat 
baik terhadap meningkatnya beban “murni kesejahteraan sosial” maupun 
permasalahan yang bersifat lebih “makro” terkait dengan masalah pembangunan 
lainnya. 
Kegagalan pembangunan terhadap negara-negara berkembang ternyata tidak 
saja oleh faktor-faktor kendali, seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang 
otoriter, perang dan perpecahan, namun juga oleh kurangnya perhatian kepada 
manusia serta lembaga-lembaga sosial. Negara-negara yang berhasil dalam 
pembangunan ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan 
dibidang sosial.
11
 
Pembangunan ekonomi yang dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah 
banyak melumpuhkan fungsi utama institusi-intitusi strategis, seperti sistem hukum 
                                                             
11
 Hari Witono Suparlan dkk, “Pemberdayaan Masyarakat”. h. 18. 
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dan peradilan yang harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik  
untuk menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan dan sistem sosial untuk 
memelihara keharmonisan dan kedamaian.
12
 
Didalam upaya untuk mengurangi segala bentuk perlakuan tidak adil dari pihak 
luar, satu-satunya cara adalah masyarakat sendiri harus berdaya. Mereka perlu 
memiliki kemampuan untuk mengatur  dan membangun dirinya, sesuai dengan nili-
nilai Pancasila untuk kesejahteraan umum. Dengan kegiatan pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat, berarti  masyarakat yang dipandang lemah jika 
dibandingkan dengan yang lebih maju, mempunyai hak yang sama. Sehingga 
masyarakat tidak menjadi objek pembangunan tapi menjadi subjek dan objek 
pembangunan. 
Perubahan yang paling berjaya mempengaruhi pembangunan negara adalah 
perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Setiap muncul teknologi baru 
membawa implikasi sosiokultural, sehingga mengakibatkan perubahan sosial sebagai 
adaptasi terhadap kehadiran sistem teknologi baru.
13
 
Prioritas utama dalam pembangunan sosial semestinya diberikan kepada 
kelompok masyarakat yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya sebagai jenjang yang terendah dari kebutuhan manusia. Pembangunan sosial 
ditempatkan sebagai salah satu strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang 
                                                             
12
 Redaksi Sinar Grafika, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional”(Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004-2009), h.9. 
13
 Tjahya Supriatna, “Strategi Pembangunan dan Kemiskinan”(Jakarta: Rineka Cipta), h.5. 
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merupakan masalah yang dihadapi kelompok masyarakat yang tidak atau belum 
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.  
Selama ini pemerintah berperan melaksanakan kegiatan pembangunan berskala 
besar, dengan pendekatan top down atau pembangunan pada bentuk fisik yang 
terkesan memudahkan tanpa mengembangkan. Sedangkan banyak lembaga 
kemasyarakatan seperti LSM melaksanakan pembangunan berskala kecil yang 
tertinggal dari perhatian pemerintah, dengan pendekatan button up, yaitu bersifat 
mengembangkan potensi dan kemandirian rakyat.
14
 
Kebijaksanaaan pembangunan dinegara-negara sedang berkembang pada 
periode tertentu pernah mengacu pada paradigma pertumbuhan. Berdasarkan 
paradigma tersebut, pembangunan nasional lebih diorientasikan semaksimal mungkin 
kearah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan cepat. Pada umumnya 
dinyakini, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat tidak hanya 
berdampak pada perkembangan perekonomian nasional, tetapi juga akan membawa 
dampak pada pertumbuhan kesejahteraan sosial.  Perkembangan perekonomian 
nasional juga akan dapat mendorong tumbuhnya berbagai bentuk pelayanan sosial 
modern. 
Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa kelembagaan sosial bagi pengentasan 
kemiskinan. Salah satunya yaitu Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan 
Masalah Kesejahteraan Sosial (Sipakatau). Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu 
                                                             
14
 Perticipatory Development Forum, “Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjauan Kearah 
Persepsi Yang Utuh” (Jakarta: LP3ES), h. 98. 
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pilot penanggulangan masalah sosial, dengan ruang lingkup yang mampu memberi 
solusi tentang kesejahteraan sosial masyarakat Bantaeng, dan ini dapat dibuktikan 
dengan adanya semangat membangun dan melayani masyarakat khususnya rentan 
dengan persoalan kesejahteraan sosial lainnya. Sistem pelayanan penanggulangan 
kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengutamakan 
bagaimana memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat dengan cepat, menjaga 
sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pihak lainnya, serta 
berfokus kepada pengentasan kemiskinan, kegiatan selaras ini sangat didambakan 
oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan 
pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan 
ekonomi dan sosial  masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng? 
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi hasil kerja Dinas 
Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan  di 
Kabupaten Bantaeng? 
 
                                                             
15
 Ridwan Kamil, “Wabub KSB Bersama Pemprov NTB Studi Banding Ke Bantaeng” Sumber: 
http://www.suarapilardemokrasi.com/2016/05/wabub-ksb-bersama-pemprov-ntb-studi.html.(Diakses 
26 Juli 2016, jam 09.00 AM) 
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C. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 
akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian 
terhadap implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan 
sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng. 
2. Deskripsi Fokus  
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas, dapat dideskripsikan 
berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan, dari segi implementasi 
hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan 
di Kabupaten Bantaeng, maka penulis memberikan deskripsi fokus:  
a. Implementasi adalah suatu proses dalam melaksanakan dan menerapkan suatu 
kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan 
untuk menyempurnakan suatu program kerja. 
b. Hasil kerja adalah merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya suatu 
pelaksanaan kegiatan rencana kerja/tujuan organisasi yang telah dilaksanakan dan 
ditetapkan. 
c. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian yang 
sama di sektor bercocok tanam, peternakan, perikanan, atau gabungan dari 
semuanya itu dan mempunyai kebutuhan sosial dan ekonomi yang kurang 
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memadai seperti kebutuhan akantempat berlindung, pakaian, makanan, pendidikan 
dan kesehatan. 
Dari deskripsi fokus diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi hasil kerja 
Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di 
Kabupaten Bantaeng adalah proses penyempurnaan program kerja terhadap 
kebutuhan ekonomi dan sosial dalam suatu kebijakan yang sudah pernah 
dilaksanakan dan diterapkan sebelumnya pada masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng. 
 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai pemanfaatan program 
kerja dinas sosial dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat 
pedesaan, belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya 
pada jurusan PMI Konsentrasi Sosial. Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian 
pustaka yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti hanya menemukan skripsi dan 
tesis yang meyinggung tentang peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu: 
 
 
 
 
 
  
12 
 
 
 
No. Nama Peneliti 
Perbandingan Penelitian 
Persamaan 
 
Peneliti Terdahulu 
Rencana 
Peneliti 
Perbedaan 
1. 
Abdul Qodir, 
Analisis 
Kelembagaan  
dalam Upaya 
Pembangunan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
(Studi Kasus 
Peranan 
Koperasi Jasa 
Keuangan 
dalam 
Pelaksanaan 
Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Objek Penelitian: 
Peran lembaga lokal 
dalam upaya 
mewujudkan 
ketahanan ekonomi 
masyarakat sebagai 
bagian dari 
pembangunan 
kesejahteraan 
masyarakat.
16
 
Faktor-faktor yang 
melatar belakangi 
terjadinya perubahan 
oraganisasi 
pelaksanaan program 
pemberdayaan 
Objek 
Penelitian: 
implementasi 
Hasil kerja 
Dinas Sosial 
terhadap  
kebutuhan 
ekonomi dan 
sosial 
masyarakat 
pedesaan di 
Kabupaten 
Bantaeng 
Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
Fokus 
penelitian 
tersebut adalah 
peran lembaga 
lokal dalam 
mewujudkan 
ketahanan 
ekonomi 
masyarakat, 
sedangkan 
fokus 
penelitian ini 
adalah 
bagaimana 
implementasi 
hasil kerja 
                                                             
16
 Abdul Qodir, Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan 
Masyarakat”, Tesis (Depok: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan 
Soslal, 2011), h. 13. 
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Masyarakat 
Kelurahan 
Kebon Kosong 
Kemayoran 
Kotamadya 
Jakarta Pusat). 
masyarakat adalah 
aspek yuridis,aspek 
filosofis, dan aspek 
lembaga. 
Dinas Sosial 
terhadap 
kebutuhan 
ekonomi dan 
sosial.  
2 
Helmi Sadid 
Parassa, 
Peranan 
Pemerintah 
dalam 
Peningkatan 
Kesejahtraan 
Masyarakat 
Desa 
Wasuponda 
Kabupaten 
Luwu Timur 
Objek Penelitian: 
Peran serta faktor 
yang mempengaruhi 
pemerintah desa 
dalam peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat Desa 
Wasuponda 
Kabupaten Luwu 
Timur.
17
 
Objek 
Penelitian: 
implementasi 
Hasil kerja 
Dinas Sosial  
terhadap 
kebutuhan 
ekonomi dan 
sosial 
masyarakat 
pedesaan di 
Kabupaten 
Bantaeng 
Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
Fokus 
penelitian 
tersebut adalah 
peran serta 
faktor yang 
mempengaruhi 
pemerintah 
desa dalam 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat, 
sedangkan 
penelitian ini 
                                                             
17
 Helmi Sadid Parassa, “ Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur” Skripsi ( Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, 2012), h. 4  
  
14 
 
 
 
terfokus pada 
implementasi 
hasil kerja, 
faktor 
penghambat & 
pendukungnya 
3 
Hasniati, 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Berbasis 
Organisasi 
Sosial (Studi 
Pandu 
Gempita di 
UPT-SPMKS 
“Sipakatau” 
Kabupaten 
Bantaeng 
Objek Penelitian: 
peningkatan serta 
upaya  Dinas Sosial 
melalui organisasi 
sosial (studi pandu 
gempita di UPT-
SPMKS) dalam 
mensejahterakan 
masyarakat dengan 
pelayanan secara 
terpadu atau 
terintegrasi di bidang 
pelayanan 
kesejahteraan sosial, 
pendidikan, 
Objek 
Penelitian: 
implementasi 
Hasil kerja 
Dinas Sosial 
terhadap 
kebutuhan 
ekonomi dan 
sosial 
masyarakat 
pedesaan di 
Kabupaten 
Bantaeng 
Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
Fokus 
penelitian 
tersebut adalah 
upaya Dinas 
Sosial melalui 
organisasi 
sosial, 
sedangkan 
penelitian ini 
terfokus pada 
implementasi 
hasil kerja 
Dinas Sosial 
secara 
langsung. 
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kesehatan, 
kependudukan dan 
pelayanan dasar 
lainnya yang di 
butuhkan masyarakat 
untuk mengatasi 
kemiskinan dan 
permasalahan sosial 
lainnya. 
  
Dalam penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan 
penelitian yang yang saya akan teliti yaitu di tinjau dari hasil penelitiannya.
18
 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan 
masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan 
tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk : 
                                                             
18
  Hasniati, “ Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Organisasi Sosial (Studi Pandu Gempita di UPT –
SPMKS “Sipakatau” Kabupaten Bantaeng” Skripsi ( Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), h.6 
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a. Mengetahui implentasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan 
sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng. 
b. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implentasi hasil kerja 
Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di 
Kabupaten Bantaeng. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian  ini terbagi dua antara 
lain: 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, 
khususnya ilmu kesejahteraan sosial. 
2) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang implementasi hasil kerja dinas 
sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten 
Bantaeng. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka akan mengurangi permasalahan-
permasalahan sosial yang menyangkut implementasi hasil kerja dinas sosial 
terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng. 
2) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi baru yang 
dapat memberikan inspirasi kepada semua orang. 
17 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Upaya Pembangunan Nasional Untuk Menghadapi Perubahan 
Sesungguhnya hakekat pembangunan nasional adalah untuk membangun 
manusia seutuhnya. Sehingga yang menjadi subyek pembangunan untuk menghadapi 
perubahan adalah masyarakat. Karena itu yang harus diutamakan adalah rasa 
keberdayaan untuk ditegakkannya tujuan hidup, keberdayaan untuk merumuskan arah 
mana perubahan itu hendak diikhtiarkan, dan keberdayaan untuk mengelola dampak 
dari proses perubahan itu.
1
 
Krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 telah memaksa Indonesia melakukan 
perubahan untuk mengkoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum mengalami perubahan dan reformasi menuju kepada sistem baru 
yang diharapkan lebih adil, dan berkelanjutan.
2
 
Perubahan yang paling berjaya mempengaruhi pembangunan negara adalah 
perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Setiap muncul teknologi baru 
membawa implikasi sosiokultural, sehingga mengakibatkan perubahan sosial sebagai 
adaptasi terhadap kehadiran sistem teknologi baru.
3
 
                                                             
1
 Perticipatery Departement Forum, pengembangan Swadaya Nasional “Tinjauan Kearah 
Presepsi yang utuh (Jakarta: LP3ES), h.11.  
2
 Redaksi Sinar Grafika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), h. 10. 
3
 Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan (Jakarta: Rineka Cipta), h. 5. 
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Sasaran pembangunan yang kita inginkan adalah agar masyarakat Indonesia itu 
dapat menjadi masyarakat pembangun atau yang mandiri. Tentunya selain 
membangun lingkungannya juga tidak kalah pentingnya membangun dirinya sendiri 
dulu secara terus menerus, karena perubahan akan selalu ada seiring berjalannya 
waktu. Jadi, jika itu dampaknya tidak berkelanjutan, maka pembangunan semacam itu 
bukan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. 
 
B. Pentingnya Mengembangkan atau Memberdayakan Masyarakat 
Pengembangan masyarakat artinya meningkatkan kualitas masyarakat. Seperti 
memperbaiki kehidupan masyarakat dalam hal semangat untuk bekerja, efisiensi cara 
hidupnya, lebih luas wawasannya, lebih sehat fisik dan lingkungannya, dan 
tercukupinya kebutuhan hidupnya.
4
 
Pengembangan dapat disamakan dengan istilah pemberdayaan. Pemberdayaan 
adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial.
5
 Sehingga 
memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari 
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah 
memandirikan masyarakat. 
                                                             
4
 Hari Witono Suparlan dkk, Pemberdayaan Masyarakat, (Sidoarjo: Yayasan Paramulia 
Indonesia), h. 18. 
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Pandangan mengenai pemberdayaan masyarakat atau memandirikan 
masyarakat dalam hal ini bukan hanya seorang pakar yang dapat memberikan 
gagasan pemikirannya tentang analisis kemasyarakatan tetapi jauh-jauh sebelumnya 
Al-quran sudah menjelaskan untuk mendorong umatnya untuk bekerja, memproduksi 
dan membuka suatu usaha baik secara individu maupun bersama-sama agar tercipta 
keringanan dan keakraban sosialnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Bahkan Islam menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap pekerjaan yang 
dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat kepada orang lain.  
Al-quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan atau usaha-usaha 
yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok, menerangkan 
dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras dalam 
mencari penghidupan masing-masing. Dalam QS. Al-Balad/90: 4, dijelaskan bahwa: 
         
Terjemahnya: 
 
 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah”.6 
 
Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat 
bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan 
berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai 
melalui ketekunan dan kerja keras di segala bidang kehidupan. Selain itu, penggunaan 
                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (QS.al-Balad/90:4), h. 594. 
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perkataan “kabad” menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk 
melakukan dan menanggung segala kesukaran dan kesulitan dalam perjuangannya 
untuk mencapai kemajuan.
7
 
Karateristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia 
dikemukakan Korten adalah sebagai berikut: 
1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat ditingkat 
lokal yang mengutamakan partisipasi langsung masyarakat. 
2. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam 
mengawasi dan mengerahkan aset-aset  untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 
3. Toleransi terhadap perbedaan sangat tinggi, oleh karena itu penting mengakui  
pilihan individual dan keputusan yang terdistribusi. 
4. Menekankan pada proses pembelajaran sosial dari proses perencanaan sampai 
evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada sling belajar. 
5. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri. 
6. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan 
lembaga lokal (LSM).
8
 
 
 
                                                             
7
 Lihat Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 
228. 
8
 Hari Witono Suparlan dkk, Pemberdayaan Masyarakat, (Sidoarjo: Yayasan Paramulia 
Indonesia),h. 18. 
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C. Permasalahan Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia: Menyikapi 
Rencana dan Hasil Kebijakan Pemerintah 
Pembangunan nasional selama ini hanya menitikberatkan pada tercapainya 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menciptakan peningkatan pendapatan 
perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas 
hidup manusia secara rata-rata. 
Pembangunan ekonomi yang dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah 
banyak melumpuhkan fungsi utama institusi-intitusi strategis, seperti sistem hukum 
dan peradilan yang harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik  
untuk menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan dan system sosial untuk 
memelihara keharmonisan dan kedamaian.
9
 
Program- program yang ditujukan pada masyarakat miskin dan usaha kecil dan 
menengah, seperti KUD, SIMPEDES, UKM atau syang lain sebagainya, pada 
umumnya tidak dapat mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan dan 
strategi pembangunan yang mempunyai bias kota dan bias lapisan atas. Belum lagi 
masalah ketatnya pembinaan dan terlalu kuatnya campur tangan pemerintah. 
Akhirnya menyebabkan ketergantunangan masyarakat miskin dan pengusaha kecil 
menengah kepada pemerintah yang terkesan tak mengutamakan rakyat kecil. 
Selama ini pemerintah pemerintah berperan melaksanakan kegiatan 
pembangunan berskala besar, dengan pendekatan top down atau pembangunan pada 
                                                             
9
 Redaksi Sinar Grafika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), h. 9. 
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bentuk fisik yang terkesan memudahkan tanpa mengembangkan. Sedangkan banyak 
lembaga kemasyarakatan seperti LSM melaksanakan pembangunan berskala kecil 
yang tertinggal dari perhatian pemerintah, dengan pendekatan button up, yaitu 
bersifat mengembangkan potensi dan kemandirian rakyat.
10
 
Namun juga ada LSM yang masih jauh dari kemandirian dalam membiayai 
kegiatan yang masih tergantung pada donor. Hal ini membuktikan LSM masih gagal 
dalam memperjuangkan kekuatan masyarakat. LSM yang mandiri dapat membiayai 
kegiatannya melalui usaha-usaha produktif yang dilakukan bersama masyarakat 
memlalui badan- badan usaha. 
Masalah lain yang timbul dari upaya pembangunan di Indonesia adalah negara 
kita ini telah menjadi negara yang sangat tergantung dari negara lain. Hal ini tak luput 
dari kekeliruan kebijakan pemerintah orde baru yang membuka seluas-luasnya 
peluang untuk campur tangan asing dalam pertumbuhan ekonomi yang instant. 
Indonesia sejak ordebaru merupakan negara kapitalis pinggiran, karena 
kebijakan pemerintah saat itu membuat negara harus berperan dalam melahirkan 
kaum kapitais domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa unsur 
pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam perannya negara mempunyai kekuatan 
untuk saling mempengaruhi dengan kaum kapitalis domestic dan kekuatan kapitalis 
                                                             
10
 Perticipatory Development Forum, Pengembangan Swadaya Nasional “Tinjauan Kearah 
Persepsi yang Utuh”, (Jakarta: LP3ES), h. 98 
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internasional.
11
 Kapitalis Internasional tersebut seperti Trans national Company, 
IMF(International Monitery Found), Bank Dunia dan Asian Development. Dengan 
posisi ini negara tidak lantas hanya sebagai alat dari pemilik modal kuat saja namun 
negara dapat berkoalisi sevara setara atau bahkan mengoptasinya. 
Tantangan terberat yang dihadapi Indonesia akibat kurangnya kemandirian 
negara kita adalah kemiskinan. Karena negara telah banyak menelantarkan program 
peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dengan mengutamakan program 
pembangunan yang banyak berpihak pada kekuasaan kelompok. 
Kemiskisnan merupakan masalah yang dapat dipengaruhi berbagai faktor yang 
berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap 
barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Namun justru 
faktor- faktor inilah yang seharusnya sudah menjadi bahan referensi kebijakan 
pemerintah. 
Mengacu pada strategi pembangunan nasional, kemiskinan adalah kondisi 
dimana seseorang atau kelompok tak terpenuhi hak-hak dasarnya seperti masyarakat 
yang beruntung lainnya. Permasalahn kemiskinan dapat dilihat dari aspek pemenuhan 
hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan.
12
 
 
                                                             
11
 Revrisond Baswir dkk, Pembangunan Tanpa perasaan (Jakarta: Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat), h. 149. 
12
 Redaksi Sinar Grafika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), h. 9 
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D. Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi 
Desa 
Fokus pembangunan ekonomi di pedesaan merupakan bagian integral dan tidak 
mungkin ditawar dalam kerrangka pembangunan ekonomi nasional. Secara geopolitik 
desa merupakan merupakan wilayah administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan 
yang secara yuridis formal keberadaanya diatur dalam peraturan pemerintah no 72 
tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan PP (Peraturan Perpuk) tersebut pasal 1 yang 
dimaksud dengan desa adalah: 
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. 
Sebagaimana lazimnya suatu wilayah administrasi maka pembentukan desa 
harus harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti: 
1. Jumlah penduduk 
2. Luas Wilayah 
3. Bagian wilayah kerja 
4. Perangkat.13 
                                                             
13
Arif Satria, Menuju Desa 2030 (Cet;1, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), h. 63.   
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Tinjauan umum mengenai pedesaan adalah bekerja disektor produksi pertanian 
sehingga reproduksi pertanian hanya terjadi diwilayah yang berpenduduk. Adalah 
suatu fakta yang nyata bahwa dibeberapa wilayah tertentu diindonesia, khususnya 
diperdesaan sudah sangat tentuh bahwa masyarakat perdesaan sangat terfokus kepada 
pertanian, baik itu pertanian bahan makanan maupun pertananian bahan dagangan 
dan walaupun dalam pertanian, lingkungan alam besar sekali pengaruhnya tetapi 
unsur sosial pun mempunyai peranan penting dalam reproduksi pertanian. Unsur 
sosial itu diantaranya adalah penyebaran penduduk, tingkat kesehatan penduduk, 
tingkat kemajuan penduduk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
14
 Dan disinilah 
peran pemerintah sebagai pembentuk kebijakan dalam pemenuhan kebetuhan 
masyarakat baik itu dari ekonomi dan sosialnya untuk Indonesia yang sejahtera. 
 
E. Pendekatan Pembangunan Sosial 
Pendekatan pembangunan sosial ini bersifat komprehensif dan universal, 
dimana pembangunan sosial tidak hanya menyalurkan bantuan bantuan kepada 
individu yang membutuhkan ataupun menyediakan layanan-layanan sosial kepada 
masyarakat tetapi pembangunan sosial berusaha menghubungkan usaha-usaha 
ekonomi dengan sosial. 
Pembangunan sosial dapat dilihat sebagai perpanjangan dari pendekatan 
residual dan institusional yang lebih banyak dikutip literatur tentang kesejahteraan 
sosial. 
                                                             
14
Jayadinata, Pembangunan Desa Dalam Perencanaan (Bandung: ITB, 2006), h. 29. 
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Model-model kesejahteraan ini telah banyak digunakan untuk 
mengklasifikasikan program-program sosial, pendekatan-pendekatan kesejahteraan 
sosial. Philantropis dan pekerjaan sosial dianggap sebagai bentuk kesejahteraan sosial 
yang bersifat residual sedangkan pendekatan admisnistrasi sosial terkadang dianggap 
sebagai pendekatan yang mewakili panangan institusional. Kedua model ini 
sesungguhnya berasumsi bahwa kesejahteraan sosial dipenuhi oleh pendapatan 
pemerintah yang didapat dari perekonomian. 
 
F. Karakter-Karakter Pembangunan Sosial 
Pembangunan sosial didefinisikan sebagai proses perubahan sosial yang 
terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan 
menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. 
Aspek-aspek kunci dari definisi istilah kesejahteraan sosial : 
1. Proses pembangunan manusia sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. 
2. Pembangunan sosial memiliki fokus macam-macam disiplin ilmu 
(interdiciplinary) yang berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. 
Pembangunan sosial terinspirasi oleh politik  ekonomi masa kini. Pembangunan 
sosial menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologis sehingga pembangunan 
sosial dapat menciptakan intervesi-intervensi baru yang diperdebatkan dan bisa 
secara kritis dibahas. 
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada prosespembangunan 
sosial sebagai sebuah konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan 
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dan perubahan yang bersifat eksplisit. Pembangunan adalah satu proses 
pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial 
didefinisikan dengan istilah-istilah konseptual yang memiliki tiga aspek; 
pertama kondisi sosial awal yang akan dirubah dengan pembangunan, kedua; 
proses perubahan itu sendiri dan ketiga; keadaan akhir ketika tujuan-tujuan 
pembangunan sosial telah tercapai. 
4. Proses perubahan yang progresif, kondisi sosial diberagai belahan dunia telah 
hancur sehingga para penggagas ide pembangunan sosial berpendapat bahwa 
kembali pada ide-ide perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan. 
5. Proses pembangunan sosial bersiat ke arah intervensi, adanya satu asumsi 
bahwa peningkatan sosial terjadi tidak secara natural karena bekerja dengan 
pasar ekonomi tetapi asumsi tersebut lebih mengarah kepada usaha-usaha yang 
terenana kearah perubahan kesejahteraan sosial. 
6. Tujuan-tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi. 
Strategi ini secara langsung maupun tidak langsung untuk menghubungkan 
intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi. 
7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh dan oleh 
karena itu ruang lingkupnya lebih bersifat inklusif atau universal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan  investigasi karena 
biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi 
dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc Millian dan Schomater).
1
 
Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan 
variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, 
faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan 
pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana 
adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-
benar terjadi pada suatu tempat.
2
 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng yang beralamat di Jln. A. 
Manappiang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu yang akan 
                                                             
1
 Mc. Millian dan Schomater dalam Admin Apipah. Sumber: http;//www.diaryapipah. 
com/2012/05/pengertian-pengerian-kualitatif.html. (Diakses 09 Juni 2016, jam 09.00 AM) 
2
 Sugiono, “Metodologi Penelitian Administrasi” Jakarta: Alfabeta, 2006, h. 16  
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digunakan dalam rencana penelitian ini minimal satu bulan setengah, terhitung sejak 
pengesahan draf proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap 
pengujian hasil riset. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini diarahkan pada pengungkapan pola pikir yang 
digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya, dalam ungkapan lain pendekatan 
ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti 
sesuai dengan logika ilmu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 
komunikasi dan pendekatan pekerja sosial mikro melalui implementasi hasil kerja 
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Kebutuhan ekonomi dan sosial 
Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bantaeng. 
Pendekatan Sosiologi berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto terhadap 
kelompok-kelompok sosial, bahwasanya manusia mempunyai naluri untuk senantiasa 
berhubungan dengan sesamanya. Hubungan sinambung tersebut menghasilkan pola 
pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan 
pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pendekatan ini dilakukan 
dengan melakukan interaksi dengan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 
Pendekatan pekerja sosial mikro melalui implementasi hasil kerja Dinas Sosial  
tenaga kerja dan transmigrasi terhadap kebetuhan ekonomi dan sosial masyarakat 
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perdesaan di Kabupaten Bantaeng sangat diperlukan dalam penelitian ini, adapun 
pendekatan-pendekatan yang digunakan, yaitu: 
1. Community worker, suatu aktivitas yang diarahkan untuk mengubah suatu 
keadaan dengan menggunakan keterampilan khusus dan dengan upaya 
membantu masyarakat serta membantu pemerintah lokal atau lembaga-lembaga 
pemberi pelayanan agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
2. Community development, intervensi yang digunakan pekerja sosial dengan cara 
bekerja sama dengan yang ada di masyarakat agar mereka dapat memenuhi 
kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan menggali dan 
memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat. 
3. Self help strategy, pendekatan yang digunakan pekerja sosial dalam upaya 
memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah masyarakat dengan 
menggunakan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. 
4. Pemusatan pada proses, pendekatan ini lebih berorientasi pada proses, di mana 
intervensi lebih diarahkan pada upaya peningkatan kepercayaan, pengetahuan, 
keterampilan maupun sikap masyarakat. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: sumber data primer dan 
sumber data sekunder.  
1. Sumber data Primer 
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Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di 
lapangan bersumber dari informan yang dianggap relevan dijadikan informan kunci 
yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, 
Kepala Bagian Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Bantaeng, dan Kepala Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng untuk memberikan 
keterangan penelitian yang akan dilakukan. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 
primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam 
permasalahan yang diteliti. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. 
Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi yang merupakan pengamatan langsung dalam implemntasi hasil 
kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap  Kebutuhan Ekonomi dan 
Sosial Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bantaeng. Teknik observasi ini dilakukan 
dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung, yakni peneliti mengamati 
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objek yang akan di teliti secara sistematis mengenai gejala, fenomena, objek yang 
akan diteliti.
3
 
b. Wawancara 
Wawancara, dilakukan dengan mendapatkan data informasi secara langsung 
dari informan. Selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 
melalui pengolahan data secara konperehensif, sehingga hasil dari wawancara 
tersebut maka peneliti dapat mengetahui Implementasi hasil kerja Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Kebutuhan ekonomi dan sosial  Masyarakat 
Pedesaan di Kabupaten Bantaeng. 
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada respon, dan jawaban-
jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
4
 Menurut Sugiono 
bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam penggunaan metode 
wawancara adalah sebagai berikut: 
1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 
2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek adalah benar dan dapat dipercaya. 
3) Bahwa interpretasi subjek tentunya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.
5
 
                                                             
3
 Marsuki, Metode Risearch (Yogyakarta: Bagian Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Negeri Indonesia, 1983), h. 41 
4
 Irwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2008), h. 67-68 
5
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138. 
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c. Dokumentasi 
Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian .Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 
wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dan menunjukkan 
suatu fakta yang telah berlangsung.Agar jelas dimana informasi didapatkan maka 
peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 
operasional agar tindakannya sesuai dengan fungsi penelitian yang sebenarnya.Data 
merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan 
guna mendeskripsikan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Bantaeng dalam Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 
Pedesaan Kabupaten Bantaeng 
Oleh karena itu, maka pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen 
sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu 
penelitian. 
Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari suatu instrumen 
yang digunakan dalam penelitian lapangan, karena itu dalam penelitian ini yang 
menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen pendukung 
dan alat bantu lain yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara 
dan pedoman dokumentasi. 
 
 
34 
 
 
 
1. Observasi 
Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukanpengamatan sesuai 
dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusunberdasarkan hasil observasi 
terhadap perilaku subjek selama wawancaradan observasi terhadap lingkungan atau 
setting wawancara serta pengaruhnya terhadap perilaku subyek dan informasi yang 
muncul pada saat berlangsungnya wawancara. Adapun alat yang di pakai pada saat 
meneliti yaitu : kamera,handphone, pulpen, kertas dll. 
 
2. Wawancara 
Wawancara mendalam dimulai dari keterangan informan pangkal yang dapat 
memberikan kepada peneliti petunjuk lebih lanjut tentang adanya individu lain dalam 
masyarakat yang dapat memberikan berbagai informasi atau keterangan lebih lanjut 
yang diperlukan. Informan-informan pangkal itu dipilih terhadap orang yang 
mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam Pemanfaatan program 
kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pemenuhan Kebutuhan 
Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantaeng dan informan-
informan inilah yang akan menjadi informan kunci. 
Wawancara dilakukan dengan bahasa yang dikuasai oleh informan. Dalam 
wawancara ini ditempuh dua cara, yaitu: wawancara terpimpin dan wawancara 
bebas. Wawancara terarah atau terpimpin dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupateng Bantaeng dan Kepala Bagian. Sedang wawancara bebas 
dilakukan terhadap anggota-anggota yang bergabung dalam Program kerja.  
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Untuk lebih mengarahkan wawancara ini, maka terlebih dahulu dibuat pedoman 
wawancara sehingga dalam berwawancara peneliti dapat memusatkan perhatiannya 
pada obyek yang diteliti.  
Agar data dapat terjalin dengan baik, maka di samping menggunakan alat tulis 
menulis, peneliti juga menggunakan alat elektronik berupa rekaman. Hasil rekaman 
itu kemudian diperiksa pada malam harinya untuk menyesuaikan data yang tercatat, 
terekam dan yang diingat oleh peneliti, bila terdapat data yang tidak sesuai atau 
diragukan, maka data yang demikian itu dapat segera dicek kembali kepada informan 
sehingga data yang diperoleh itu benar, sah dan dapat dipercaya. 
3. Dokumentasi 
Sumber data dari dokumentasi adalah berupa dokumen atau arsipyang 
dimungkinkan dapat memberikan tambahan informasi berkaitandengan Pemanfaatan 
Program Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pemenuhan 
Kebutuhan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantaeng, dokumen 
ini dapat berupa dokumen kegiatan, arsip, gambar dan sebagainya. 
Dokumen merupakan salah satu teknik utama dan teknik pendukung dalam 
penelitian kualitatif. Teknik ini sangat penting untuk mengetahui teori-teori atau 
konsep-konsep yang sesuai dengan obyek yang diteliti. Konsep-konsep atau teori-
teori ini, hanya dapat ditemukan pada buku-buku, majalah-majalah atau brosur 
lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Di samping itu, diusahakan 
pula membaca buku-buku yang Pemanfaatan program kerja Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dalam Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Ekonomi 
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Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantaeng. Bahkan dokumen ini akan sangat 
membantu mengumpulkan data sekunder, berupa data penduduk, luas wilayah dan 
sebagainya. 
F. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian  dan pengurutan data kedalam 
pola, kategori dan satuan urai dasar.
6
 Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan 
data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu 
proses untuk menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian apa 
adanya yang didapatkan dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.
7
 
Dalam menganalisis  data ini bukan hanya merupakan  kelanjutan dari usaha 
pengumpulan data yang menjadi objek penelitian, namun juga merupakan suatu 
kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,  observasi, wawancara serta 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif yang merupakan upaya berlanjut dan berulang-ulang, data diperoleh di 
lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk 
dianalisis. 
                                                             
6
 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung Remaja Rosdakarya, 2011), h. 
103. 
7
 Tietiep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Pres, 1992), h. 15. 
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Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 
dari: 
1. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan triangulasi. Kegiatan-
kegiatan analisis data selama pengumpulan data yaitu: menetapkan fokus 
penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang 
terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya dan penetapan 
sasaran pengumpulan data. 
2. Reduksi data, dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang 
hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan cerita-
cerita apa yang sedang berkembang. 
3. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah 
sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasi selama kegiatan berlangsung dan juga merupakan tinjauan ulang 
pada catatan-catatan lapangan yang sudah ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng 
Bantaeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
pernah memiliki sejarah kejayaan di masa lampau. Menurut Karaeng Imran Masualle 
salah satu generasi penerus dari kerajaan Bantaeng, dulunya daerah Bantaeng ini 
masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan yaitu 
daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarang 
keke, Mamapang, Katapang dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki 
pemimpin sendiri-sendiri yang disebut dengan Kare. Suatu ketika para Kare yang 
semuanya ada tujuh orang tersebut, bermufakat untuk mengangkat satu orang yang 
akan memimpin mereka semua. 
Sebelum itu mereka sepakat untuk melakukan pertapaan dengan tujuan untuk 
menentukan pemimpin yang paling tepat. Lokasi pertapaan yang dipilih adalah 
daerah Onto. Ketujuh Kare itu kemudian bersemedi di tempat itu. Tempat-tempat 
semedi itu sekarang disimbolkan dengan Balla Tujua (tujuh rumah kecil yang 
beratap, berdidinding dan bertiang bambu). 
Pada saat mereka bersemedi, turunlah cahaya ke Kare Bisampole (Pimpinan 
daerah Bisampole) dan terdengar suara:”Apangaseng antu Nuboya Nakadinging-
dinginganna” (Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini). Lalu Kare 
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Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari orang yang tepat 
memimpin mereka semua, agar tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang ini. Lalu 
kembali terdengar suara: “Ammuko mangemako rimamampang ribuangayya Risalu 
Cinranayya (Besok datanglah kesatu tempat permandian yang terbuat dari bamboo). 
Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di 
tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. “Inilah kemudian 
yang disebut dengan To Manurunga ri Onto,” jelas Karaeng Burhanuddin salah 
seorang dari generasi kerajaan Bantaeng. Lalu ketujuh Kare menyampaikan 
tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta Tomanurung untuk 
memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya, tapi dengan syarat. 
“Eroja nuangka anjari Karaeng, tapi nakkepa anging kau leko kayu, nakke je’ne 
massolong ikau sampara mamanyu” (saya mau diangkat menjadi raja pemimpin 
kalian tapi saya ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun, saya air yang mengalir dan 
kalian adalah kayu yang hanyut),” kata Tomanurung. 
Ketujuh Kare yang diwakili oleh Kare Bisampole pun menyahut; “Kutarimai 
Pakpalanu tapi kualleko pammajiki tangkualleko pakkodii, Kualleko tambara 
tangkualleko racung.” (Saya terima permintaanmu tapi kau hanya kuangkat jadi raja 
untuk mendatangkan kebaikan dan bukan untuk keburukan, juga engkau kuangkat 
jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun). Maka jadilah Tomanurungri Onto ini 
sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat ia memandang ke segala penjuru maka 
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daerah yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Tomanurung ini sendiri lalu 
mengawini gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto (Gadis jelitanya Onto).
1
 
Setelah itu mereka pun berangkat ke arah yang sekarang disebut gamacayya. Di 
satu tempat mereka bernaung di bawah pohon lalu bertanyalah Tomanurung pohon 
apa ini, dijawab oleh Kare Bisampole: Pohon Taeng sambil memandang kearah enam 
kare yang lain. Serentak kenam kare yang lain menyatakan Ba’ (tanda membenarkan 
dalam bahasa setempat). Dari sinilah kemudian muncul kata Bantaeng dari dua kata 
tadi yaitu Ba’ dan Taeng jelas Karaeng Imran Masualle. 
Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah sakral dan perlindungan bagi 
keturunan raja Bantaeng bila mendapat masalah yang besar, maka bagi anak 
keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, kecuali diserang 
musuh atau dipakaikan dulu tanduk dari emas. Namun kini hal itu hanya cerita. 
Karena menurut Karaeng Burhanuddin semua itu telah berubah akibat kebijakan 
Pemda yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah ini. Kini Kesakralan daerah 
itu hanya tinggal kenangan. 
Tanggal 7 (tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto dan Tau Tujua 
yang memerintah dimasa lalu, yaitu: Kare Onto, Bissampole, Sinowa, 
Gantarangkeke, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.Selain itu, sejarah 
menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana 
tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena 
                                                             
1
 Histori Komunal, “Sejarah Kabupaten Bantaeng Sulawesi” Sumber: http://historikomunal. 
blogspot.com/2012/04/sejarah/-Kabupaten-Bantaeng Sulawesi.Html.pdf. (Diakses 01 Oktober 2015) 
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letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasangan Kerajaan 
Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat 
patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu 
mengadakan perlawanan besar-besaran. Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. 
Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan 
Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah 
timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. 
Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada 
dan eksis ketika itu. Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada 
sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah 
bersejarah). Sejak terbentuknya Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkan 
UU Nomor 29 Tahun 1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik 
pada tanggal 1 Februari 1960. 
Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng hingga 
saat ini adalah sebagai berikut: 
a. A. Rifai Bulu (1960-1965) 
b. Aru Saleh (1965-1966) 
c. Solthan (1966-1971) 
d. H. Solthan (1971-1978) 
e. Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988) 
f. Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993) 
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g. Drs. H. Said Saggaf (1993-1998) 
h. Drs. H. Azikin Solthan, M.Si (1998-2008) 
i. Prof. DR. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-2013) (2013-2018) 
2. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng  terletak  dibagian  selatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  
dengan  jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi  Sulawesi  
Selatan.  Secara  geografis  Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS sampai 
05º34’3” LS dan 119º51’07”  BT sampai 120º51’07”BT.  Membentang  antara Laut 
Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan  ketinggian dari permukaanlaut 0 sampai 
ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km.  
Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km
2 
Kabupaten 
Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten 
Gowa dan Kabupaten Sinjai. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba  
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan  Kabupaten Jeneponto 
Dalam tinjauan secara administrasi,  Kabupaten  Bantaeng terdiri  dari 8 
kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri 
dari 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan  Pa’jukukang), dan 
5  kecamatan  bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu 
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dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan  pantai dan 50 desa/kelurahan 
bukan pantai. Kecamatan di Kabupaten Bantaeng terlihat dalam tabel berikut: 
Tabel 01 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Bantaeng 
Tahun 2014 
No. Kecamatan 
Ibu Kota 
Kecamatan 
Jumlah 
Desa/Ke
l 
Luas 
(Km
2
) 
Persentase 
(%) 
1 Bissappu Bonto Manai 11 32.84 8.30% 
2 Ulu Ere Loka 9 67.29 17.00% 
3 Sinoa Sinoa 10 43.00 10.86% 
4 Bantaeng Pallantikang 9 28.85 7.29% 
5 Eremerasa Kampala 10 45.01 11.37% 
6 Tompobulu Banyorang 9 76.99 19.45% 
7 Pa’Jukukang Tanetea 10 48.90 12.35% 
8 Gantarang Keke Gantarang keke 6 52.95 13.38% 
Jumlah 71 395.8
3 
100% 
Sumber: Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2015 (BPS) 
Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut dan merupakan wilayah yang 
terluas atau 29,6% dari luas wilawah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan 
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ketinggian dari permukaan laut 0-25 m atau hanya 10,3% dari luas wilayah. 
Kabupaten Bantaeng merupakan daerah strategis yang memiliki alam tiga demensi 
yakni, bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. 
Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah. Dengan adanya kedua musim 
tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian.  
 
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Bantaeng  
1. Sejarah Singkat 
Dinas sosial  tenaga kerja dan transmigrasi  kabupaten bantaeng adalah sebuah 
instansi di bawah naungan kementerian sosial dan di bawah naungan kementerian 
tenaga kerja dan transmigrasi yang memiliki tujuan, aturan yang berbeda dan kantor 
yang berbeda tapi semenjak tahun 2002 berlakunya otonomi daerah dua instansi 
tersebut di gabungkan dalam kantor yang sama dengan memiliki visi misi yang sama. 
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2. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA DINAS 
Syahrul Bayan, S.STP 
NIP.19790607 1998 10 1 002 SEKRETARIS 
Muhammad Suyuti, SH.,MH 
NIP.196604411 199312 1 001 
BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM & PELAPORAN 
Alatas Algunari, S. Ip., M. Si 
NIP.19780427 201001 1 021 
BAGIAN UMUM & 
KEPEGAWAIAN 
Hikmawati, S.Pd 
NIP.19760916 199803 2 002 
BAGIAN KEUANGAN 
Hj. Saidah Nur 
NIP.19601205 198603 2 011 
Dra. Sitti Aminah 
NIP.19660703 199203 2 018 
BIDANG PEMBINAAN 
ORGANISASI & BANSOS 
BIDANG REHABILITASI, 
PEMBINAAN KESSOS 
Drs. Muhammad Djupri 
NIP.19670307 
BIDANG TENAGA KERJA 
Muh. Ikhsan, Se 
NIP.19680623 199303 1 007 
BIDANG TRANSMIGRASI 
Darus Moeslim 
NIP.19810321 199912 1 003 
SEKSI PENYULUHAN 
BIMBINGAN SOSIAL & 
PEMBINAAN KOMUNITAS 
ADAT TERPENCIL 
SyahrianI 
NIP.19601211 198403 2 009 
SEKSI BANTUAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
M. Ichsan Hamid, S,Sos 
NIP.19730704 200604 1 014 
SEKSI HUBUNGAN 
INDUSTRIAL & SYARAT 
KERJA (HUBINSYAKER)  
 
SEKSI PENYIAPAN 
SARANA & PRASARANA 
PEMUKIMAN 
 
SEKSI REHABILITASI & 
PELAYANAN SOSIAL 
SEKSI URUSAN KORBAN 
BENCANA ALAM & 
PEMBINAAN 
SUMBANGAN SOSIAL 
SEKSI PEMBERDAYAAN 
TENAGA KERJA  
SEKSI PEMBINAAN & 
PRODUKTIFITAS 
TRANSMIGRASI 
 Amrullah Anwar, S.Sos 
NIP.19710101 199303 1 016 
Najamuddin 
NIP.19710806 199401 1 001 
 
SEKSI PEMBINAAN KARANG 
TARUNA & TENAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
MASYARAKAT 
SEKSI PEMBINAAN 
ORSOS & URUSAN 
KEPAHLAWANAN 
SEKSI PENGAWASAN 
KETENAGAKERJAAN 
SEKSI PENGEMBANGAN 
USAHA DAN KAWASAN 
TRANSMIGRASI 
Anwar, St 
NIP.19760323 200502 1 006 
St.Nurhana, S.Pd 
NIP.19661108 199001 2 001 
Hamsiah Yahya, SH 
NIP.19721205 200604 2 005 
H. MUHAMMAD 
DAHNIAR, SE,M,PD 
NIP.19760916 199803 2 002 
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3. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi 
a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas: 
1) Tugas 
a) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas, melaksanakan 
kewenangan  
b) Otonomi Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai 
dengan peraturan Perundan-Undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan 
Bupati. 
2) Fungsi 
a) Menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan bidang Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 
b) Mengkoordinasikan tugas-tugas bidang sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi baik antar Dinas maupun Intern Dinas agar dapat transmigrasi 
baik antar Dinas maupun intern dinas, agar dapat bekerja secara sinerjik. 
c) Melaksanakan anggaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran. 
d) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/penguna barang lainnya 
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 
e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
b. Sekretaris Dinas 
1) Tugas 
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Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinir urusan admistrasi, rumah tangga, 
perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rencana kegiatan anggaran serta 
monitoring, evaluasi dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
2) Fungsi 
a) Merumuskan kebijakan tehnis dibidang secretariat. 
b) Melaksanankan penatausahaan admistrasi umum perkantoran, urusan rumah 
tangga dan perlengkapan. 
c) Mengkoordinir Admistarasi kepegawaian. 
d) Mengkoordinir program kerja dan anggaran pengumpulan, pengolahan, data 
dalam rangka monitoring dan evaluasi. 
e) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana. 
f) Mengkoordinir Penyelenggaraan perbendaharaan dan admistrasi keuangan. 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
1) Tugas 
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, 
perlengkapan rumah tangga, kehumasan. 
2) Fungsi 
a) Melaksanakan urusan pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan. 
b) Melaksanakan urusan pengiriman dan penyaluran surat menyurat. 
c) Penyusunan dan penyimpanan surat menyurat (arsiparis). 
d) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan. 
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e) Melaksanakan pengadaan perlengkapan, penyimpanan, penyaluran, dan 
pemeliharaan pemeliharaan barang inventaris. 
f) Melaksanakan urusan perjalanan dinas lingkungan Sekretariat Dinas. 
g) Menyelanggarakan informasi, protocol dan kehumasan. 
h) Melaksanakan pengembangan pegawai. 
i) Melaksanakan kesejahteraan pegawai. 
j) Menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
k) Mempersiapkan pembinaan disiplin pegawai. 
d. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 
1) Tugas 
Kepala Sub Bagianmempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengumpulan, 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyajian data informasi 
kesejahteraan Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 
2) Fungsi 
a) Melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan penyusunan program. 
b) Melaksanakan penjagaan dan pendataan dalam rangka perencanaan dan 
penyusunan program. 
c) Menyusun dan memfasilitasi Rencana Kerja dan anggaran (RKA), SKPD, 
Koordinasi dengan unit teknis. 
d) Menyusun dan memfasilitasi pengalokasian anggaran, koordinasi dengan 
unit teknis. 
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e) Menyusun dan mempersiapkan bahan/ naskah dalam rangka pertemuan / 
konsultasi / rapat teknis. 
f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, koordinasi 
dengan unit teknis. 
e. Bidang Rehabilitasi, Pembinaan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial : 
1) Tugas 
a) Melakukan Penyuluhan, dan Bimbingan Sosial. 
1. Menyiapkan bahan penyuluhan sosial dan bimbingan social. 
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis bidang perumahan dan lingkungan 
hidup. 
3. Melaksanakan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan 
sosial 
4. Melaksankan bimbingan dan keterampilan kepemimpinan Wanitan dan 
kemampuan bagi wanita dibidang kesejahteraan Sosial 
b) Melakukan pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
1. Melaksankan pendekatan awal pembinaan KAT melalui pemetaan Sosial, 
penjajakan, studi kelayakan, penyusunan rencana, penyiapan kondisi 
masyarakat. 
2. Melaksankan pemberdayaan sumberdaya manusia lingkungan Sosial, 
kerja sama pengembangan Sosial budaya, ekonomi serta perlindungan  
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c) Melakukan Rehabilitasi Sosial, memonitor, memberikan bimbingan teknis, 
kepada para penyandang cacat, tuna sosial, eks penyakit kronis, anak nakal 
korban nafsa, korban tindak kekerasan dan penyantunan anak dalam 
keluarga. 
2) Fungsi 
a) Melaksanakan rehabilitasi dan pelayanan sosial berbasisi masyarakat (non 
panti) bagi para penyandang cacat, tuna sosial, eks penyakit kronis, korban 
tindak kekerasan termasuk korban bencana alam yang traumatis. 
b) Melaksanakan pembinaan, pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
remaja/generasi muda putus sekolah (drop out) melaui panti dan non panti 
serta Karang taruna. 
c) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada tenaga kesejahteraan 
Sosial dan masyarakat (TKSM) baik secara individu maupun kelompok. 
f. Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pembinaan Komunitas Terpencil 
1) Tugas 
a) Mempersiapkan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 
pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan bimbingan 
sosial kerjasama instansi terkait yang dilaksanakan secara langsung, lisan, 
tulisan gambar (visual) dan dalam bentuk rekreatif. 
b) Mempersiaokan perencanaan dan melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan kelompok-kelompok masyarakat/ komunitas adapt terpencil. 
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2) Fungsi 
a) Pemberian informasi bidang usaha kesejahteraan social. 
b) Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan tentang usaha kesejahteraan 
sosial. 
c) Melaksanakan bimbingan tehnis profesi pekerja sosial terhadap warga 
masyarakat yang memiliki motivasi untuk menjadi pekerja sosial masyarakat 
(PSM). 
d) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan peningkatan perenan dan fungsi 
wanita dibidang kesejahteraan social. 
e) Melaksanakan usaha – usaha pelembagaan nilai – nilai kestiakawanan sosial; 
f) Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan swadaya 
masyarakat bidang perumahan dan lingkungan. 
g) Melaksanakan pemetaan sosial, penjajakan awal, studi kelayakan 
perencaanaan dan program penyiapan kondisi masyarakat termasuk 
lingkungan sekitarnya. 
h) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, lingkungan sosial, pengembangan 
sosial/ kawasan serta perlindungan sosial. 
f. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 
1) Tugas 
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha-usaha 
kesejahteraan sosial dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para penyandang 
 
 
   52 
 
 
 
cacat, tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika, eks.narapidana, eks. Penyakit 
kronis, korban tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan termasuk korban 
bencana yang traumatik. 
 
2) Fungsi 
a) Melaksanakan bimbingan rehabilitasi pelayanan sosial dan pengembangan 
kepada para penyandang cacat melalui Loka Bina Karya (LBK), Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE), Pengembangan KUBE, Orsos yang 
menyelenggarakan pelayanan penyandang cacat, praktek belajar kerja, 
bantuan murid sekolah dasar luar biasa (SDLB), Kegiatan berbasis 
masyarakat, pendataan serta pemantauan dan evaluasi. 
b) Melaksanakan pembentukan forum komunikasi keluarga anak cacat 
(FKKAC) 
c) Mengkoordinasikan rujukan pmbinaan dalam panti rehabilitasibsosial bagi 
anak nakal, korban narkotika, penyandang cacat, tuna susila dan waria. 
d) Melaksanakan pembinaan kepada para wanita tuna susila dan wanita yang 
telah memperoleh rehabilitasi dan pelayanan dalam panti. 
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dan potensi pengembangan 
prostitusi dan waria. 
f) Menyelenggarakan pembinaan/ bimbingan dilokasi/ lingkungan prostitusi 
WTS dan Waria. 
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g) Melaksanakan pengendalian, koordiansi pelaksanaan razia bagi WTS, 
Waria, Pengemis dan gelandangan dengan instansi terkait. 
h) Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan gelandangan dan pengemis. 
i) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral tentang pembinaan dan 
pelyananan gelandangan dan pengemis. 
j) Melaksanaka Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi 
gelandangan dan pengemis melalui sistim panti maupun non panti; 
k) Mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan anak nakal dan korban 
narkotika dengan sistem pelayanan panti; 
l) Melaksanakan bimbingan keterampilan teknis, pembinaan dan 
pengembangan kesejahteraan sisial, korban tindak kekerasan (KTK). 
m) Melakukan rehabillitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan yang 
traumatic dengan keterkaitan berbagai profesi di Trauma Centre. 
g. Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 
1) Tugas 
Kepala Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat (TKSM) mempunyai tugas: Melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan Generasi Muda Putus Sekolah (Drop Out) yang mengalami 
kemerosotan fungsi sosial melalui usaha inovatif, kreatif, ekonomi kerakyatan dan 
kemitraan usaha; 
2) Fungsi 
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a) Menyelenggarakan bimbingan, peningkatan kemampuan manajemen 
organisasi dan keterampilan teknis pelayanan sosial; 
b) Menyelenggarakan bimbingan peningkatan usaha ekonomis produktif 
(UEP); 
c) Melaksnakan Koordinasi pembinaan generasi muda putus sekolah dengan 
panti-panti sosial dan dunia usaha; 
d) Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelompok usaha bersama 
(KUBE); 
e) Melaksnakan bimbingan kewirausahaan; 
f) Melaksnakan pemberian bantuan/ stimulans pengembangan saran dan 
prasarana kegiatan Karang Taruna; 
g) Melaksanakan Pembinaan khusus kegiatan reaktif/ hiburan; 
h) Melaksanakan Musyawarah/ pertemuan pengurus dan anggota Karang 
Taruna; 
i) Melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna melalui peningkatan partisipasi 
sosial masyarakat; 
j) Melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan manajemen dan teknis 
Karang Taruna dan TKSM; 
k) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Karang Taruna tumbuh, 
berkembang dan maju; 
l) Melaksanakan pembentukan dan pengembangan forum Konsultasi TKSM. 
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h. Bidang Pembinaan Organisasi Dan Bantuan Sosial 
1) Tugas 
Mempersiapkan bahan/ acuan pembinaan pemberian bantuan dan memantau 
pelaksanaan usaha-usaha urusan korban bencana alam dan piñata lokasi rawan 
bencana serta daerah rawan banjir pemukiman dan pengembangan / perbaikan 
perumahan kumuh tak layak huni; 
2) Fungsi: 
a) Melakukan koordinasi, pembinaan bimbingan dan penyediaan usaha- usaha 
kesejahteraan sosial dibidang organisasi sosial, yayasan dan LSM 
b) Melakukan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang urusan bantuan 
sosial dan penangananpara korban bencana, penatan lokasi rawan banjir, 
rehabilitasi pemukiman dan perbaikan rumah kumuh dan tak layak huni. 
c) Melakukan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan usaha ekonomi 
produktif melalui KUBE dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat 
d) Melakukan usaha-usaha pembinaan anak terlantar, balita terlantar, lanjut 
usia yang kurang mampuserta melakukan usaha pengembangan 
kesejahteraan sosial dan usaha pengaturan anak dalam panti sosial  
e) Menyelenggarakan peringantan hari pahlawan dan hari kesetriakawanan 
sosial nasional 
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f) Menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan dan 
subsidi kepada organisasi sosial dan LSM dan menyelenggarakan UKS 
g) Melakukan bimbingan teknis dan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat 
miskin dan peningkatan SDM fakir miskin serta pengembangan potensi di 
PMKS 
j. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial 
1) Tugas 
Melaksanakan bimbingan dan memonitor usaha bantuan kesejahteraan sosial 
pada keluarga fakir miskin yang mengalami keterpurukan dalam tingkat kehidupan 
dan penghidupan di bidang sosial serta membina dan mengembangkan kelompok 
masyarakat dalam usaha ekonomi produktif yang berorientasi ekonomi kerakyatan 
dan melaksanakan pembinaan terhadap kelurga muda mandiri, orang tua jompo, anak 
terlantar dan panti sosial. 
2) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosialmempunyai fungsi: 
a) Menyelenggarakan pembinaan pengembangan pelayanan kesejahteraan 
sosial fakir miskin lanjut usia, anak terlantar dan anak asuh. 
b) Pemantapan administrasi data, identifikasi sasaran pelayanan dalam 
penanggulangan masyarakat miskin  
c) melaksanakan bimbingan dan pelatihan dan keterampilan kerja yang 
memiliki nilai ekonomi kerakyatan bagi fakir miskin, lanjut usia dan anak 
terlantar 
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d) Melaksankan pembinaan persiapan dan pengembangan kelompok usaha 
bernama KUBE 
e) Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial yang dapat merubah pola pikir 
masyarakat miskin. 
k. Seksi Pembinaan Orsos dan Kepahlawanan 
1) Tugas 
a) Melaksanakan pembinaan, memonitor dan memberikan bimbingan teknis 
pelaksanaan usaha kesos dan lembaga orsos dan LSM yang melaksanakan 
UKS 
b) Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial melalui usaha perlindungan 
anak asuhan keluarga dan penyantunan anak dalam panti dan luar panti. 
c) Melaksanakan penyebarluasan nilai kepahlawanan kepada masyarakat serta 
memelihara taman makam pahlawan  
2) Fungsi 
a) Melaksanakan pendaftaran dan pengusulan orsos / LSM untuk memperoleh 
pengukuhan atau pengakuan sesuai ketentuan klasifikasi orsos/ LSM bidang 
kesejahteraan sosial  
b) Melaksanakan bimbingan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan orsos/ 
LSM pada bidang manajemen dan profesi pekerja sosial 
c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kesejahteraan sosial yang oleh orsos/ 
LSM 
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d) Mengembangakan dan mendorong tumbuh kembangnya orsos desa dan 
kelurahan  
e) Melaksanakan pemeliharaan, penataan dan perawatan peninggalan pahlawan 
dan taman makam pahlawan  
f) Menghimpun identitas sejarah dan keluarga para pahlawan / perintis 
kemerdekaan termasuk data tentang janda / duda dan anak 
g) Memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan upacara resmi dan ziarah 
dalam rangka memperingati hari besar nasional. 
l. Seksi Urusan Korban Bencana Alam dan Pembinaan Sumbangan Sosial 
1) Tugas 
a) Melaksanakan pembinaan pemberian bantuan dan monitor pelaksanaan 
usaha urusan korban bencana dan penataan lokasi rawan banjir pemukiman 
masyarakat dan pengembangan wilayah perumahan kumuh dan tak layak 
huni 
b) Melaksanakan pembinaan perizinan sumbangan dan undian Sosial. 
2) Fungsi 
a) Melakukan pemantauan daerah rawan bencana  
b) Melakukan investasi dan identifikasi permasalahan korban bencana serta 
melaporkan secara berjenjang  
c) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana dan 
bekerja sama dengan Satkorlak bencana  
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d) Mengelola, menerima dan memberikan bantuan serta mempertanggung 
jawabkan distribusi bantuan kepada korban bencana  
e) Meningkatkan potensi sumber daya satgasos penanggulangan bencana  
f) Melaksanakan pengumpulan sumbangan yang bersumber dari masyarakat 
uintuk penanggulangan bencana  
g) Melaksanakan, meneliti, menelaah dan memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan permohonan rekomendasi dan izin undian  
h) Meneliti, menelaah, memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan 
rekomendasi dan pengumpulan sumbangan.
2
  
 
C. Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
1. Visi 
Terwujudnya penaganan PMKS dan angkatan kerja untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi terkemuka dibagian selatan sulawesi selatan tahun 2018 
2. Misi 
a. Meningkatkan dan memperkuat peran dinas sebagai pusat pengelola pelayanan 
terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (pandu gempita) 
b. Meningkatkan perlindugan dan jaminan sosial bagi PMKS serta meningkatkan 
profesionalisme pelayanan sosial dalam rangka pemberdayaan, rehabilitasi dan 
penanggulangan PMKS 
                                                             
2
 Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 
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c. Meningkatkan serapan tenaga kerja sektor industri terhadap angkatan kerja dengan 
mewujudkan hubungan industrial yang selaras dan seimbang serta meningkatkan 
kualitas SDM pencari kerja. 
 
D. Tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan 
dan ketransmigrasian dengan dengan cepat, mudah, murah dan terjangkau. 
2. Mengoptimalkan posisi kantor dinas dengan sebagai pusat pengelolaan Pandu 
Gempita. 
3. Meningkatkan kualitas data kemiskinan dan PMKS serta pengelolaan bursa 
tenaga kerja yang berbasis teknologi informasi. 
4. Mengefektifkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dan memperkuat 
kemitraan dan jejaring kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam 
penanganan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan. 
 
E. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
1. Memanfaatkan secara efektif sumber daya manusia yang ada dalam mengelola 
program Pandu Gempita. 
2. Mengoptimalkan posisi kantor sebagai pusat pelayanan umum peningkatan 
kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi. 
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3. Meningkatkan akurasi data PMKS dan ketenagakerjaan dengan memanfaatkan 
aplikasi teknologi informasi 
4. Mengusahakan tersedianya tenaga fungsional kesejahteraan sosial dan 
ketenagakerjaan dengan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur yang ada. 
5. Mengefektifkan pengelolaan bursa kerja online dengan menyediakan sarana dan 
prasarana yang diperlukan. 
6. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) dan angkatan kerja dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja 
(BLK) yang ada. 
 
F. Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
1. Menyukseskan program percontohan Pandu Gempita. 
2. Memberdayakan dan memperkuat peran Dinas sebagai pusat pelayanan Pandu 
Gempita. 
3. Mengadakan validasi data dan penyusunan data base kemiskinan dan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur yang ada untuk menjadi 
tenaga fungsional kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan. 
5. Meningkatkan pengelolaan bursa kerja online yang berstandar ISO. 
6.  Mengefektifkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimilki dengan 
mengadaakan kunjungan lapangan secara berkala. 
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7. Memberdayakan tenaga kesejahteraan sosial sebagai ujung tombak pelayanan 
dan sumber informasi di lapangan. 
8. Membangun jejaring kerjasama dengan para pemangku kepentingan (dunia 
usaha, masyarakat, Ormas, LSM, dan perorangan) dalam memupuk bantuan 
dan pembiayaan penanganan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.  
 
G.  Sarana dan Prasarana Kantor Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Serta Kegiatan Operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 
1. Gedung kantor  : 2 unit 
2. Rumah dinas   : 1 unit 
3. Kendaraan roda 4 (empat) : 3 buah 
4. Kendaraan roda 2 (dua) : 2 buah 
5. Mesin ketik   : 2 buah 
6. Personal Computer ( PC ) : 5 unit 
7. Laptop    : 3 unit 
8. Meja kerja   : 21 buah 
9. Kursi kerja   : 20 buah 
10. Meja rapat   : 6 buah 
11. Kursi Rapat Besi  : 60 buah 
12. Kursi Rapat Pelastik  : 80 buah 
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13. TV    : 2 buah 
14. Filling Cabinet  : 3 buah 
15. Lemari Dokumen  : 12 buah 
16. Lemari Arsip   : 2 buah 
17. Brangkas   : 1 buah 
18. Printer Laser Jet  : 3 buah 
19. Mesin Foto Copi  : 1 buah 
20. Perangkat Aplikasi E KTP : 1 Unit 
 
H.  Implementasi Hasil Kerja Dinas Sosial Terhadap Kebutuhan Ekonomi dan 
Sosial  Masyarakat di Pedesaan Kabupaten Bantaeng 
Dalam rangka implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap  kebutuhan 
ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng, Dinas Sosial 
Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa program kerja, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 
a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial 
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. 
b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. 
c. Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin. 
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d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha keluarga miskin. 
e. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 
a. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi 
penyandang cacat dan lanjut usia. 
b. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan 
perempuan dan anak. 
c. Pelaksanaan KIE, konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS). 
d. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, termasuk anak 
jalanan, anak cacat dan anak nakal. 
e. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana. 
f. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center. 
g. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial bagi PMKS. 
h. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
i. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. 
j. Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 
kejadian luar biasa. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, beberapa program 
diantaranya sudah memiliki hasil kerja, yaitu program pemberdayaan fakir miskin, 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya, dalam bentuk peningkatan kemampuan (capacity building) petugas 
dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya., 
pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, fasilitas manajemen usaha 
bagi keluarga miskin, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha 
keluarga miskin.  
Adapun program implementasi hasil kerja dinas sosial dalam bentuk bantuan 
ekonomi berupa: 
1) Mendirikan usaha-usaha kecil. 
2) Mendirikan usaha warung barang campuran. 
3) Mempekerjakan fakir miskin dalam usaha cathering yang didirikan oleh 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pendamping kelompok 
usaha bersama (KUBE) bahwa: 
 
“Dinas Sosial Bantaeng telah melaksanakan program  terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cara mendirikan usaha-usaha kecil bagi 
PMKS, mendirikan usaha warung barang campuran bagi PMKS, dan 
mempekerjakan fakir miskin dalam usaha cathering yang didirikan oleh 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”3 
 
                                                             
3
 Nur Wahida S.Sos (26 tahun), Pendamping KUBE, Wawancara, 05 Oktober 2016 
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Adapun program kerja Dinas Sosial Bantaeng dalam memenuhi kebutuhan 
sosial adalah memberikan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) untuk peningkatan taraf hidup layak dan bantuan sosial berupa 
rehabilitasi rumah tidak layak huni. 
Rumah adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus di 
penuhi, karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain 
sandang dan pangan dimana tempat manusia dapat berlindung, mempertahankan dan 
juga meningkatkan kualitas hidupnya. Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak  huni 
tidak hanya ditujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun juga 
untuk masyarakat yang terkena korban bencana terkait dengan tempat tinggalnya, 
seperti korban bencana kebakaran, korban bencana tanah longsor, dan lain 
sebagainya. Bantuan sosial ini telah di implementasikan ke dalam 10 desa, sebanyak 
300 rumah. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh kepala bagian bantuan 
sosial bahwa: 
 
“bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial itu salah 
satunya telah diadakan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. bantuan 
rumah tidak layak huni ini sudah dilakukan di 10 desa di Bantaeng sebanyak 
300 rumah.”4 
 
Dari pernyataan diatas, 300 bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang 
tersebar ke 10 Desa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
                                                             
4
 Muhammad Jufri (49 tahun), Kepala Bagian Bantuan Sosial, Wawancara 09 Oktober 2016 
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1) Desa Lojong, Kecamatan Ulu Ere 
2) Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa 
3) Bonto Mate’ne, Kecamatan Sinoa 
4) Desa Bonto Jai, Kecamatan Bisappu 
5) Desa Bontolonrong, Kecamatan Bantaeng 
6) Desa Baruga, Kecamatan Pa’jukukang 
7) Desa Borongloe, Kecamatan Pa’jukukang 
8) Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke 
9) Desa Labbo’, Kecamatan Tompo Bulu 
10) Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa. 
Tabel 02 
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di 10 Desa di 
Kabupaten Bantaeng 
No Desa Kecamatan Bantuan (RTLH) 
1 Lojong Ulu Ere 30 
2 Bontomaccini 
Sinoa 
30 
3 Mate’ne 30 
4 Bonto Jai Bisappu 30 
5 Bontolonrong Bantaeng 30 
6 Baruga 
Pa’jukukang 
30 
7 Borongloe 30 
8 Kaloling Gantarangkeke 30 
9 Babbo Tompo Bulu 30 
10 Mappilawing Eremerasa 30 
jumlah 10 8 300 
Sumber : Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantaeng 2015 
 
 
   68 
 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa implementasi 300 bantuan 
sosial rehabilitasi  tidak layak huni (RTLH) tersebar di 10 Desa, 8 Kecamatan di 
Kabupaten Bantaeng. 
Dari semua hasil kerja tersebut telah dilakukan implementasi program hasil 
kerja selama 2 tahun terakhir. implementasi program hasil kerja tersebut berupa: 
1) Mengidentifikasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 
Bantaeng. 
2) Mengidentifikasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
yang mendapat bantuan pelayanan kebutuhan sosial dan ekonomi di Bantaeng. 
3) Mengidentifikasi jumlah penyandang disabilitas di Bantaeng. 
Implementasi program hasil kerja tersebut telah dirangkum dan dijadikan 
menjadi satu program perlindungan dan jaminan sosial, yaitu program Sipakatau. 
Program Sipakatau ini kemudian dijadikan program yang utama di Dinas Sosial 
Bantaeng, guna memproses atau menangani keluhan masyarakat terkait dengan 
pelayanan kebutuhan sosial dan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh 
kepala Dinas Sosial Bantaeng bahwa: 
 
“program-program yang telah dilaksanakan itu kemudian dilakukan 
implementasi program hasil kerja, dalam bentuk identifikasi jumlah 
penyandang masalah kesejahteraan sosial, identifikasi jumlah penyandang 
masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan pelayanan sosial dan 
pelayanan kesehatan, dan identifikasi jumlah penyandang disabilitas di 
Bantaeng. pemanfaataan program ini kemudian disatukan dan dijadikan satu 
program, yaitu program Sipakatau untuk memproses keluhan masyarakat terkait 
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dengan pelayanan kebutuhan sosial dan ekonomi. program sipakatau ini 
sekarang dijadikan program yang utama di Dinas Sosial ini”5 
 
I. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi Hasil Kerja Dinas 
Sosial Terhadap Kebutuhan ekonomi dan sosial Masyarakat Pedesaan di 
Kabupaten Bantaeng 
Faktor penghambat dalam implementasi hasil kerja adalah segala sesuatu yang 
menjadi kendala dalam proses implementasi hasil kerja Dinas Sosial Bantaeng terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng. Faktor pendukung dalam implementasi hasil kerja adalah segala sesuatu 
yang dapat memperlancar jalannya proses  hasil kerja Dinas Sosial Bantaeng terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng. Adapun faktor penghambat dan pendukung tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut. 
1. Faktor Penghambat 
a. Paradigma perubahan pelayanan, yaitu terbaliknya paradigma masyarakat terkait 
pelayanan yang dulunya masyarakat mendatangi Dinas Sosial, dan sekarang Dinas 
Sosial yang kebanyakan turun langsung ke lapangan, awalnya disebabkan karena 
kurangnya kesiapan struktural Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan. Hal 
ini sebagaimana yang maksud oleh kepala Dinas Sosial Bantaeng bahwa: 
 
                                                             
5
 Syahrul Bayan S.STP (37 tahun), Kepala Dinas Sosial Bantaeng, 07 Oktober 2016 
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“salah satu penghambat pemanfaatan hasil kerja di Dinas Sosial ini adalah 
berubahnya paradigma pelayanan, yang dulunya masyarakat yang mendatangi 
kami, sekarang kami yang kebanyakan turun langsung ke lapangan, ini awalnya 
dikarenakan kurangnya kesiapan struktural kami untuk turun langsung ke 
lapangan”6 
 
b. Kurangnya anggaran dalam bantuan sosial kepada Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anggaran yang dimaksud menyangkut semua 
program terkait dengan bantuan sosial kepada PMKS. Hal ini menyebabkan 
penyebaran bantuan sosial tidak merata atau tidak semua PMKS yang mendapat 
bantuan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial bahwa: 
 
“hambatan dalam implementasi hasil kerja yang paling sering terjadi di Dinas 
ini adalah kurangnya anggaran untuk program pelayanan bantuan sosial PMKS. 
hambatan ini menyebabkan penyebaran bantuan sosial kepada PMKS belum 
merata”7 
 
2. Faktor Pendukung 
Faktor yang menjadi pendukung dalam proses implementasi hasil kerja di Dinas 
Sosial Bantaeng adalah adanya berbagai bantuan dari Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS), yang terdiri dari: 
a. Karang Taruna 
b. Pekerja Sosial Makasyarakat (PSM) 
                                                             
6
 Syahrul Bayan S.STP (37 tahun), Kepala Dinas Sosial Bantaeng, 07 Oktober 2016 
7
 Dr. ST. Aminah (50 tahun), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 09 Oktober 
2016 
 
 
   71 
 
 
 
c. Fasilitator Sistem Layanan Rujuan Terpadu (SLRT) 
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
e. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 
f. Sumber Daya Manusia dari struktural Dinas Sosial Bantaeng  
Bantuan-bantuan dari berbagai sumber tersebut dapat berupa bantuan tenaga 
kerja, bantuan tambahan anggaran, bantuan sumber informasi terkait pelayanan, dan 
lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Sosial 
Bantaeng bahwa: 
 
“alhamdulillah kalau soal faktor pendukung dalam implementasi hasil kerja 
disini mendapat banyak bantuan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 
fasilitator Sistem Layanan Rujuan Terpadu (SLRT), Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), dan adapun dari 
Daya Manusia dari struktural Dinas Sosial ini. bantuan tersebut dapat berupa 
bantuan tenaga kerja, bantuan tambahan anggaran, bantuan sumber informasi 
terkait pelayanan, dan lain sebagainya”8 
 
                                                             
8 Syahrul Bayan S.STP (37 tahun), Kepala Dinas Sosial Bantaeng, 07 Oktober 2016 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil  pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial 
masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng adalah mengidentifikasi jumlah 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Bantaeng, 
mengidentifikasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
yang mendapat bantuan pelayanan kebutuhan ekonomi dan sosial di Bantaeng, 
dan mengidentifikasi jumlah penyandang disabilitas di Bantaeng. Implementasi 
hasil kerja tersebut telah dirangkum dan dijadikan menjadi satu program 
perlindungan dan jaminan sosial, yaitu program Sipakatau. Program Sipakatau 
ini kemudian dijadikan program yang utama di Dinas Sosial Bantaeng, guna 
memproses atau menangani keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan 
kebutuhan sosial dan ekonomi. 
2. Faktor penghambat dalam implementasi hasil kerja adalah segala sesuatu yang 
menjadi kendala dalam proses pemanfaatan hasil kerja Dinas Sosial Bantaeng 
terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan 
Kabupaten Bantaeng. Faktor penghambat tersebut adalah paradigma perubahan 
pelayanan dan kurangnya anggaran dalam bantuan sosial kepada Penyandang 
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Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Bantaeng. Faktor pendukung dalam 
implementasi hasil kerja adalah segala sesuatu yang dapat memperlancar 
jalannya proses implementasi hasil kerja Dinas Sosial Bantaeng terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten 
Bantaeng. Faktor pendukung tersebut adalah adanya berbagai bantuan dari 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang terdiri dari Karang Taruna, 
Pekerja Sosial Makasyarakat (PSM), Fasilitator Sistem Layanan Rujuan 
Terpadu (SLRT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tenaga Kerja Sosial 
Kecamatan (TKSK), dan Sumber Daya Manusia dari struktural Dinas Sosial 
Bantaeng. Bantuan dari berbagai sumber tersebut dapat berupa bantuan tenaga 
kerja, bantuan tambahan anggaran, bantuan sumber informasi terkait pelayanan, 
dan lain sebagainya. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat beberapa implikasi penelitian 
yaitu sebagai berikut: 
1. Penulis berharap faktor penghambat implementasi hasi kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Bantaeng terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial dalam penelitian 
ini dapat lebih diperhatikan, sehingga proses implementasi hasil kerja tersebut 
dapat diterapkan secara maksimal. 
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2. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap 
pembaca khususnya tentang Implementasi Hasil Kerja Dinas Sosial terhadap 
kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng, 
dan dapat berguna sebagai referensi untuk pembaca kedepannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Bagaimana cara implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap kebutuhan 
ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng? 
1. Apa sajakah program kerja Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan 
ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimana implementasi  program kerja tersebut? 
B. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan hasil kerja 
Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat 
pedesaan Kabupaten Bantaeng? 
1. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi hasil kerja Dinas 
Sosial dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan 
Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimana strategi Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi 
faktor penghambat tersebut? 
3. Apa faktor pendukung dalam implementasi hasil kerja Dinas Sosial terhadap 
kebutuhan ekonomi dan sosial  masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantaeng? 
4. Bagaimana langkah Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam implementasi  
faktor pendukung tersebut? 
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